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PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
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4(ONDISI SUMATERA BARAT

T | e Luas daratan 42.297,30 km2
l‘":./y i e Jumlah penduduk 5.886.977 jiwa.
L V1 e Luas perairan laut *186.500 km?2
N A | dengan panjang garis pantai 2.420.357

B # ALY TR P
"**}5\) LN km serta memiliki 375 buah pulau
\ AP 2B besar dan kecil.
- L AN 5 buah gunungapi aktif (Marapi,
e Talamau, Talang, Tandikek, Kerinci).
tp SIBERUT - m':l "/ ’: £ ! 0 . .
& N e Sumberdaya air yang melimpah
L A dengan jumlah sungai sebanyak 254
e \ 04 buah, bermuara di pantai timur dan
L7 barat pulau Sumatera dan dibagi

dalam 9 satuan wilayah sungai (SWS)

NP PAGAI
™~

 BENGKULY f’/

LN {7 4 yaitu 4 SWS utuh dalam Propinsi dan 5

b 3 SWS Lintas Propinsi, serta 4 danau
ittt | | besar. (Singkarak, Maninjau, Diateh,

Staf BPBD Provinsi Sumatera Barat

Dibawah).



Gambaran fisik Sumatera Barat secara umum dapat dibagai
menjadi 4 kelompok, yaitu :

Cekungan Mentaws
Dataran Pantai
Sumatera.




- POTENSI BENCANA SUMATERA BARAT

1. Aktifitas Gunung Api (Vulkanik)
2. Gempabumi dan Patahan
3. Gelombang Tsunami/Gelombang Pasan e
/. Banjir Bandang/Galodo
5. Gerakan Tanah/Longsor
6 »
:
£

Erosi/Abrasi
Kebakaran lahan d




STRUKTUR ORGANISASI| BPBD PROVIN
SUMATERA" ‘

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
*INSTANSI *KEPALA PELAKSANA BPBD
*PROFESIONAL/AHLI

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PROGRAM UMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN DAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI




= VISI DAN MISIBPBD
Tahun 2010 - 1015

“Mewujudkan Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal
dalam Menghadapi Bencana“

Mengurangi risiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan
secara terencana dan terpadu;

Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi
bencana di Sumatera Barat;

Pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat serta penentuan
status keadaan darurat bencana;

Menjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan
penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan;

Pemulihan den%an segera sarana dan prasarana vital dalam kerangka
pemulihan awal (early recovery);



= VISI DAN MISI BPBD
Tahun 2010 - 1015

Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat (DaLLA, HRNA dan
PDNA);

Melakukan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan
dampak bencana dalam segala aspek;

Mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana dan
Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan
dan penganggaran daerah;

Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah,
rencana aksi daerah, peta resiko bencana, kebijakan, prosedur
dan standar yang dibutuhkan pada saat pra bencana, saat
bencana dan pasca bencana.



=

—_— I

Tugas Pokok BPBD Provinsi Sumatera Barat

Menetapkan pedoman dan  pengarahan terhadap  usaha
Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara;

Menetapkan standardisasi serta  kebutuhan penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana;
Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala
daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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Fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat

1.Perumusan dan penetapan kebijakan
Penanggulangan Bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien;

2.Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan
Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu,
dan menyeluruh.
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Penanggulangan Bencana Dalam RPJMD
Tahun 2010-2015

Agenda Pembangunan:

Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas 10:
Penanggulangan Bencana Alam, dan
Pelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan 1:

Terwujudnya Kesiapan Masyarakat
Menghadapi Bencana




Penanggulangan Bencana Dalam RPJMD
Tahun 2010-2015

Sasaran:
Tersedianya Informasi Wilayah Rawan Bencana

Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam
Penanggulangan Bencana
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Penanggulangan Bencana Dalam RPJMD

Tahun 2010-2015

Program Prioritas:
1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana

2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana

3. Program Penanganan Tanggap darurat Pasca
Bencana

4. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak
Bencana alam



PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN RAD
DALAM PRB DI SUMATERA BARAT
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1. KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN

Produk hukum yang dikeluarkan Pemda terkait dengan
pananggulangan bencana yaitu :

1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9
Tahun 2009 tentang Pembentukan BPBD Prov,
Sumbar.

3) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;



5).

6).
7).

8).

/ T T e I Y VLR s
Produk Hukum (lanjutan)
4). Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun

2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini
dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tsunami
Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016.

Rencana Kontinjensi Bencana Gunung Api Provinsi
Sumatera Barat. ( Proses Pergub )

Rencana Kontinjensi dan SOP Bencana Banjir 8 DAS
Provinsi Sumatera Barat. ( Proses Pergub )

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan
Bencana Sumatera Barat. ( Proses Pergub )



2. Personil dan Anggaran

1). Pemda selalu menambah jumlah dan meningkatkan
kapasitas personil BPBD.

> Jumlah personil BPBD pada awal tahun 2010
terbentuk sebanyak 23 orang , dan pada tahun

2015 sebanyak 56 orang PNS dan 23 orang Non
PNS.

> Mendorong setiap personil BPBD untuk

meningkatkan kapasitasnya seperti mengikuti S2,
Diklat, Bimtek, Seminar dan lain-lain.
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/7 P :
—  2). Pemda selalu meningkatkan Jumlah Anggaran
untuk BPBD setiap tahunnya.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pemda selalu berupaya untuk meningkatkan sarana
dan prasarana kerja BPBD setiap tahunnya, seperti

penyediaan gedung/kantor, kenderaan operasional
dan sarana penunjang kerja lainnya.
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4. Logistik dan Peralatan Kebencanaan

Pemda selalu berupaya untuk meningkatkan Logistik dan
Peralatan kebencanaan seperti :

a. Logistik berupa Famili Kit, Tenda, Kebutuhan dasar
(Pangan), Kesehatan dan lain-lain.

b. Peralatan Sistem Peringatan Dini Tsunami, Longsor
dan Banijir.

Peralatan Komunikasi

PeralatanTransportasi

Tempat Evakuasi Sementara (TES) : 29 Buah TES
Alat pantau ketinggian air sungai dan air laut

Alat pantau Gunung Api (Gunung Merapi dan Gunung
Talang)

m ™ ® a O



Pembentukan Forum-PRB
(1 Prov, 7 Kab/Kota)
Kelompok Siaga Bencana

(Nagari/Desa/Kelurahan)
Desa Tangguh Bencana

( 8 Nagari /Des/Kel)
Sosialisasi/Simulasi PRB




6. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

7. EDUKASI DAN PENYADARAN MASYARAKAT

8. PENGUATAN DAN MENGGALANG PARTISIPASI
PRB DI TINGKAT MASYARAKAT



—PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam Forum PRB tingkat Provinsi dan Kab/Kota, hingga
ke tingkat komunitas.

Penyusunan Peta Risiko Bencana Ditingkat Komunitas
(Nagari/Desa/Kel)

Terlibat langsung dalam kelompok mas media, perguruan
tinggi, organisasi profesi, kepemudaan, keagamaan dsb).

Relawan = Penanggulangan  Bencana di  tingkat
Nagari/desa/kel seperti Satuan Tugas PB, KSB, KSSB,
Satlinmas PB dll.
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RUANGAN SERBAGUNA
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LANTAI ATAS GEDUNG SHELTER
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GAMBAR GEDUNG TAMPAK DEPAN




GAMBAR GEDUNG DARI TAMPAK KANAN

GAMBAR GEDUNG DARI TAMPAK KIRI
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KUNJUNGAN KEPALA BNPB KE PESISIR SELATAN LOKASI
PEMBANGUNAN SHELTER




Gladi Lapangan Megathrust Mentawai 2014 e
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Gladi Lapangan
Megathrust Mentawai Bersama TNI/ Polri dan SKPD Terkait 2014
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat




